
SALINAN

BUPATI XEDIRI

PROVINSI JAtrIA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN I{EDIRI
I{OMOR 3 TAHUN 2018

TEITTAI{G

PERUBAIIA"IT ATAS PERATURAN DAERAII NOMOR 5 TAHUI{ 2013 TDI{TANG

SURAT IZIN USAIIA PERDAGANGAN (SIUPI, TAITDA DAT"TAR PERUSAIIAAN

(TDP), IZ[t ITTDUSTRI DAII TANDA DAr"rAR GITDANG (TDGI

Menimbang : a.

DEI|GAN RAHMAT TT'IIAN YAI{G MAIIA ESA

BUPATI NEDIRI,

bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna
mendorong peningkatan investasi dan menjamin perkembangan
kepastian berusaha bagr dunia usaha perlu dilakukan
perubahan terhadap ketentuan penyelenggaraan izin usaha
perdagangan, pendaftaran perusahaan, izin industri dan
pendaftaran gudang;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2O13

tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

dan sudah tidal< sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga perlu diganti ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Gudang
(TDG);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Frovinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 273O);

b.

Mengingat: 1.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
(kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

32tal;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327!;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4852);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12.
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17.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha

Industri (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 329, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2O16 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau

Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/ M-DAG/ PER I 9 I 2OO7

tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 07 I M-DAG I PER I 2 I 2Ol7 ;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 IM-DAG IPEP./9l2OO7

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/ 8/2008

tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti ;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 1 /M-IND/PER I 6 I 2OO8

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri,

Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 lM-
DAG/PER/ 12l20l3 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha

Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagr

Perusahaan Perdagangan ;

24. Perat.uran Menteri Perdagangan Nomor gOlM-

DAG/PER/ 12l2ol4 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

14.

15.

t6.

18.

19.

20.

21.

22.



25.

4

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2O1S
tentang Klasifikasi Baku l,apangan Usaha Indonesia ;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PERZ /2OL6
tentang Besaran Jumlah Tenaga Ke{adan Nilai Investasi untuk
Klasifikasi Usaha Industri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah

Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2OO0 Nomor l0/D Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 5 Tahun 2O16

tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147);

26.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan

BUPATI KEDIzu

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), IZIN

INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 128) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerinta.h Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perdagangan yang selanjunya disebut Dinas adalah

27.

24.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
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5. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau
jasa seperti jual -beli, sewa beli, sewa menyewa yang

dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan

hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau

kompensasi,

6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang

menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang

bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia,

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau

persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu

jenis perusahaan.

8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan

apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh

setiap pengusaha untuk tu-iuan memperoleh keuntungan

dan atau laba.

9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut

SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan

usaha perdagangan.

10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan

yang meliputi perubahan narna pemsahaan, bentuk

perusahaan, alamat kantor perusahaan, narna

pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih,

kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan

utama.

1 1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang

diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau

peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib

didaftarkan oleh setiap pemsahaan serta disahkan oleh

pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran

Perusahaan.

12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP

adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor

Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah

melalrukan pendaftaral perusahaan.
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13. Anak Perusahaan adalah perusalraan yang dimiliki secara

keseluruhan atau sebagian yang dikendatikan atau diawasi

oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh

.Lu 5gbagran terbesar saham/modal yang ditempatkan
pada anak perusahaan tersebut.

14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang

merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya
yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan

dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa

untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari

perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau

perjanjian.

16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak

mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu

kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan

kewenangan yang telah ditentukan.

17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki

oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai

pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi

secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak

merupakan suatu badan hukum atau suatu perusahaan.

l8.lnn Industri yang selanjutnya disebut Izin Usaha Industri

yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah lzin yang

diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan

usaha industri.

19. Perusahaan Indusbi adalah setiap orang yang melakukan

kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di

Indonesia.

2O. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang

jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan

perekayasaan industri.

2l.Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang

bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
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22. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk

perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang

berkedudukan di Indonesia.

23.Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang

mempunyai ciri khusus yang sama dan/ atau hasilnya

bersifat akhir dalam proses produksi.

24. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan

kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah

diizinkan.

25. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup

dan/ atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi

oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat

penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak

untuk kebutuhan sendiri

26. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang

dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui

pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain

untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan

barang.

27.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG

adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa

gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan

kegiatan sarana distribusi.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelola data dal/ atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di

Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewen€rng

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan SIUP, TDp, IUI dan
TDG.

(2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan

SIUP, TDP, IUI dan TDG kepada pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 4
Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman

pada ketentuan perundang-undalgan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan

kegiatan usaha.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Permohonan SIUP baru diajukan kepada Pejabat yang

ditunjuk menerbitkan SIUP dengan mengisi formulir dan

melampirkan dokumen persyaratan.

(2) Permohonan SIUP baru atau perubahan harus

ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung

jawab perusahaan Perdagangan diatas materai cukup.

(3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan,

wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dal
ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung

jawab perusahaan perdagangan.

8
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Ketentuan ayat (l) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga pasal

10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1O

Pejabat yang ditunjuk menerima permohonan SIUp dan

dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan

menggunakan formulir, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Warna hijau untuk SIUP Mikro;

b. Warna putih untuk SIUP Kecil;

c. Warna biru untuk SIUP Menengah;

d. Wama kuning untuk SIUP Besar.

Dalam hal permohonan SIUP dan dokumen persyaratan

dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat yang ditunjuk
membuat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon

SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya permohonan.

Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat

mengajukan kembali permohonan SIUP.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau

Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagalgan

wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan dengan

menggunakan formulir dan melampirkan dokumen

persyaratan.

Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan setelah

diterimanya permohonan SIUP perubahan dengan dokumen

pendukung secara lengkap dan benar.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan

SIUP baru, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang

atau rusak tidak dikenakan retribusi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Ketentuan ayat (71 Pasal 20 diubah sehinggan Pasal 20 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2O

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus,

penanggungiawab, atau kuasa perusahaan yang sah kepada

Pejabat yang ditunjuk.

(2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir

pendaftaran perusahaan.

(3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir

pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen

persyaratan.

(4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak

perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

(5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas

(PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggunglawab

penrsahaan.

(6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi,

Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan

Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik,

pengurus, atau penanggunglawab perusahaan.

(7) Pejabat yang ditunjuk mensahkan pendaftaran perusahaan

dan menerbitkan TDP setelah menerima formulir

pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) secara benar dan lengkap.

(8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan

menggunakan blanko warna.

(9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP

di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan

nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan

dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam

kegiatan usahanya.
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1O.Ketentuan ayat(2)pasd22 diubah sehinggan pasal 22 berbunl
sebagai berikut :

Pasal 22
(l) Pembaharuan TDp sebagaimana dimalsud dalam pasal 19

dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan
melampirkan dokumen asli TDp yang akan diperbaharui,
tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah
disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDp setelah menerima
permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah sehinggan pasal 24 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDp

sebagai berikut :

a. penga-lihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;

b. perubahan nama perusahaan;

c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;

d. perubahan alamat perusahaan;

e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau

f. khusus untuk PI termasuk perubahan Anggaran Dasar.

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti

adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang

diubah atau diganti.

(3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP pengganti setelah

menerima permohonan perubahan secara benar dan

lengkap.

(4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) cukup dilaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk dan

tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

(5) Pejabat yang ditunjuk mengesahkan perubahan dan

mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

pada Buku Induk Perusahaan.

(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP

dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



t2

12. Ketentuan ayat (4) PasaT 29 diubah sehinggan pasal 29 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 29

(1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tansgal

kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan

permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan

melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak

dengan melampirkan TDP asli.

(3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku

TDP yang diganti.

(4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan setelah permohonan

penggantian TDP diterima.

13. Judul BAB V diubah sehingga judul BAB V menjadi IZIN USAHA

INDUSTRI-

14. Ketentuar Pasal 3l darl penjelasan Pasal 31 ayat (2) diubah

sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.

(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimalsud pada ayat

(1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/ atau

memanfaatkan sumber daya Industri untuk:

a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah

atau manfaat lebih tinggi; dan/ atau

b. menyedialan Jasa Industri

(3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau

terbuka dengan persyaratan untuk penanamaa modal

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Kegiatan usaha industri meliputi :

a. Industri kecil ;

b. Industri menengah ;

c. Industri besar.

Penetapan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala

Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Pemindahan lokasi induski wajib mendapat persetu.iuan tertulis
dari Pejabat yang mengeluarkan IUI di lokasi baru.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin
Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/ atau

penanggung jawab perusahaan, wqjib memberitahukan secara

tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IUI, Izin

Perluasan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima

penetapan perubahan.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Apabila IUI, Izin Perluasan Perusahaan yang bersangkutan

hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang

bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI,

Izin Perluasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

(1)

(21
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19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

IUI atau Izin Perluasan berlaku selama perusahaan Industri
yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan

ketentuan yarlg tercantum dalam IUI atau Izin perluasan.

20. Ketentuan ayat (21 Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 38

(1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau Izin

Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara

berkala kepada Kepala Daerah melalui Dinas sesuai dengan

Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan

usahanya pada 6 (enam) bulan pertama tahun yang

bersangkutan paling lambat setiap tansgal 31 Juli dan 1

(satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada

tahun berikutnya.

(2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(2) huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan

Informasi Industri.

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Sesuai dengan lUl /lzin Perluasan yang dimiliki, Perusahaan

Industri wajib :

a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber

daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran

terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang

dilakukalnya dengan melaksanakal Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauanlingkungan (UPL)

atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah

ditetapkan.
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b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan
keselamatan a_lat, bahan baku dan bahan penolong, proses,
hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 4O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa] 40

Dokumen persyaratan, prosedur, tata ca_ra memperoleh IUI dan
Izin Perluasan 5sfagaimana dimaksud dalam pasal 3l dan
Pasal 32 serta penyampaian informasi industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan peraturan

Kepala Daerah.

23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.

(2) Penggolongan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan

berpedomaa pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

24. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili
gudang.

(2) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut

digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan

dan wajib di daJtar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/ atau perubahan terhadap

data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib

mengajukan permohonan penggantian atau perubahan

kepada pejabat penerbit TDG dengan mengembalikan TDG

asli yang dirubah atau diganti.

25. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
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26. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 46
(l) Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP, TDp, IUI
dan TDG.

(2) Tata cara pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala
Daerah.

27. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimalsud dalam pasal 2
harus berkoordinasi dengan Dinas dalam penerbitan SIUP, TDp,
IUI dan TDG.

28. Ketentuan ayat (3) huruf a, b, c, d, f, g, h dan k Pasal 52 diubah

sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidaag SIUP TDP/IUI/TDG agar keterangan

atau laporan tersebut lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaral
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang SIUP/TDP/IUI/TDG;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

SIUP/TDP/IUI /TDG;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di
bidang SIUP/TDP/IUI/TDG;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang SIUP/

TDP/IUI/TDG;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan

nrangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orzrng atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

hurufe;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang SIUP/TDP/IUI/TDG;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

menghe ntikan penyidikan; dan/ atau

melakukan tindalan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang SIUP/TDP/IUI/TDG

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

l.

j.
k.
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29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis

apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;

b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk

tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;

d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang

telah dimilikinya;

e. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana

dimaksud datam Pasal 38 atau dengan sengaja

menyampaikan informasi yang tidak benar;

f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa

persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34;

g. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang

berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan

melakukan pelanggaran HKI, antara lain Hak Cipta,

Paten, Merek atau Desain Industri.

(2) IUI /lzln Perluasan dibekukan, apabila Perusahaan Industri :

a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu

peringatan sebanyak maksimal 3 (tiga) kali ;

b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar

ketentuan Pasal 39;

c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang

berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan

menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/ atau

menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal

dari penyelundupan dal atau hasil dari tindak pidana

kejahatan; atau

d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena

didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak

Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
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(31 lUl/lzin Perluasan dicabut, apabila:

a. lUl llztn Perluasar dikeluarkan berdasarkan

keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan

oleh perusahaan yang bersangkutan;

b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang

berlaku setelah melampaui masa pembekuan;

c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lUl llzin
Perluasan tidak beroperasi;

d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses

penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c atau huruf d telah dijatuhi

hukuman karena telah terbukti melakukan

pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan

yang berkekuatan tetap;

e. Perusahaan Industri memproduksi dan/ atau

mengedarkan produk yarrg tidak memenuhi atau tidak

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakuan

secara wajib; atau

f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

yang memuat sanksi pencabutan inn usaha.

30. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1) Pemilik gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (21 dikenakan

sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi

yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42, pemilik gudang dikenakan sanksi administratif

berupa pembekuan TDG.

31. Diantara Pasal 59 dan Pasal 6O disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu

Pasal 59A yang berbunyi :
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Pasal 59A

Sanksi administrasi pencabutan SIUP, TDP, Izin Industri dan

TDG dikenakan dalam hal Pemilik dan/ atau pengelola

usaha/ kegiatan melanggar ketentuan peraturan pemndang-

undangan yang berlaku.

32. BAB IX KEIENTUAN PIDANA diubah menjadi BAB XI

KETENTUAN PIDANA.

33. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Perusahaan Industri yang dengan sengqja melanggar

ketentuan Pasal 31 atau Pasal 39, dan merugikan Negara

atau orErng lain dipidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan

pencabutan llJI llzin Perluasannya sesuai dengan ketentuan

Pasd 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian.

(2) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar

ketentuan Pasal 31 atau Pasal 39 dan merugikan Negara

atau orang lain dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI llnn
Perluasannya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun L9A4 tentang

Perindustrian.

34. BAB X KETENTUAN PERALIHAN diubah menjadi BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN.

35. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Bagi Perusahaan yang telah memiliki SIUP, TDP, Izin Usaha

Industri dan TDG sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, SIUP,

TDP, Izin Usaha Industri dan TDG-nya dinyatakan tetap berlaku

sampai berakhir masa berlakunya.
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36. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI
wajib mendaftarkan dalam Da-ftar Perusahaan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan.

37. BAB XI KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da-lam kmbaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 23-2-2018

BUPATI KEDIRI,

ttd
HARYANTI SUTRISITO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 23-2-2ola

SEIIRETARIS DAERAII KABI'PATEI| XEDIRI

ttd
SUFOYO

LEIf,BARA.IT DA,ERAII KABUPATEN KEDIRI TAIil'TT 2O1E IfOTOR 3

NO R"EG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:
32-3l2O1A Sdlnaa sesual dengan aslinya

a.n. BUPATI XEDIRI
S DAERAII

H. SUPOYO. SH. MSt.
Penblna Utama Madya

nrP. 195807171986031018



PENJELII'SAJT

ATAS

PERATT'RAJT DAERAII XABUPATEN IIEDIRI

I{OTIOR 3 TAIIUN 2018

TEITTAJTG

SURAT IZIN USAIIA PERDAGANGAIT (Srupl, TATTDA IrAr"rAR PERUSAHAAX

(Tlrpl, IZIN TNDUSTRI DAN TANDA DAr"rAR GrrDArIc (TDG)

I. TIMUM

Perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, agar dalam

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dan dalam rangka menyikapi perubahan dan perkembangan dunia

usaha, maka pengaturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda

Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG) perlu

disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai sosial budaya Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.
' Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.
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Angka 6

Pasal 1O

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 2O

Cukup jelas.

Angka 10

ln Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 1l
Pasa1 24

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 3l
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 12)

Yang dimaksud dengan "Bahan Baku dan/ atau

memanfaatkan sumber daya Industri' termasuk kegiatan

mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik

orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan

pesErnan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.
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'Angka 15

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 39

Cukup jelas.

Andka22

Pasal 4O

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 41

Cukup jelas.

Angla24
Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka26

Pasal 46

Cukup jelas.
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. Angka2T
pasal 47

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 31

a 
PasaIS9A

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 6O

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 61

"A Cukup jelas.
- Angka 36

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas
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